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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses kesehatan kepala keluarga perempuan dari keluarga miskin yang menggunakan kartu 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN KIS) di Indonesia. Saat ini, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan JKN KIS yang 
efektif sebagaimana terlihat pada berbagai kasus yang muncul di tahap ini. Permasalahan ini meningkatkan kerentanan masyarakat 
untuk menanggung beban biaya akibat sakit termasuk bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu, studi in¬¬¬i 
melakukan survei di Desa Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta untuk meneliti akses kesehatan kepa-
la keluarga perempuan dari keluarga miskin dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan lima dimensi akses 
diantaranya availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua dimensi 
akses terpenuhi kecuali dimensi affordability. Pada dimensi affordability menunjukkan bahwa meskipun JKN memberikan bantuan pem-
biayaan pelayanan kesehatan melalui skema asuransi tetapi bagi perempuan yang memiliki peran sebagai keluarga masih kesulitan untuk 
memenuhi tambahan biaya dari pelayanan kesehatan yang berasal dari biaya transportasi dan waktu yang terbuang akibat menunggu 
pelayanan.

Kata Kunci: Akses Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan, JKN KIS, Perempuan Kepala Keluarga 

ACCESS TO HEALTH CARE FOR WOMEN AS HEAD OF THE FAMILY IN POOR HOUSEHOLDS: CASE STUDY OF 
HEALTH CARE FOR NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM IN INDONESIA

This study aims to analyze the access of women as head of the family in poor households in national health insurance (JKN KIS) in Indo-
nesia. Currently, there are still many problems related to JKN KIS effectiveness due to many cases show that many obstacles and difficulties 
occurred in the implementation stage. This problem increases the vulnerability of the poor household especially household with women 
as the head of the family. Therefore, this study conduct survey in Kapuk Village, Cengkareng Sub District, Jakarta Barat District, Jakarta 
Province as Jakarta is the barometer of public service access in Indonesia as developing country; this village has the highest number of 
women as head of the family; and Jakarta Barat District is the second highest poverty level in the province. This study uses the quantitative 
approach with mix method data collection using in-depth interviews and survey. This study uses “five-dimensional access theory” which 
includes availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. The result of the study found that all access dimensions are 
fulfilled except the affordability dimension. The affordability dimension proves that even though national health insurance gives financial 
assistance for the poor households to get health care through JKN KIS, poor families have difficulty in fulfilling additional financial losses 
due to public services such as the cost for transportation cost and time loss.
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Pendahuluan
Sebagaimana berlaku di seluruh negara di 

dunia, Indonesia menjamin hak sehat sebagai 
hak setiap warga negara. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
45) Pasal 28 H Ayat 1 menyatakan bahwa, “Seti-
ap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memper-
oleh pelayanan kesehatan”. Dengan demikian 
setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak 
mendapatkan hak sehat melalui pelayanan kese-
hatan dari pemerintah tanpa memandang status 
sosial. 

Pemerintah adalah sistem administrasi yang 
memiliki kewajiban untuk menjamin agar hak se-
hat bagi masyarakat terjamin. Negara memiliki 
tanggung jawab untuk menjamin hak-hak yang 
memang harus didapatkan oleh setiap warga neg-
ara melalui pelayanan publik dalam bidangnya 
masing-masing. Salah satunya ialah hak sehat bagi 
setiap warga negara.  Pelayanan dasar yang harus 
disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat 
menurut McKevitt yaitu kesehatan, pendidikan, 
kesejahteraan dan keamanan.(1) Pelayanan dasar 
tersebut ialah pelayanan yang dibutuhkan mas-
yarakat, agar mewujudkan masyarakat yang sehat, 
cerdas, sejahtera dan aman.  Hal ini ialah suatu 
tanggung jawab yang harus diemban oleh negara 
dan harus diberikan pemenuhanya secara prima 
bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali (Lembaga 
Bantuan Hukum Yogyakarta, 2012). Lebih lan-
jut dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) 
pada Pasal 18 (i) Indonesia menjamin pelayanan 
yang berkualitas bagi setiap layanan yang diber-
ikan sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut 
bahwa “Masyarakat berhak mendapatkan pe-
layanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan 
tujuan pelayanan”. Dengan demikian negara ha-
rus menyediakan layanan kesehatan yang berkual-
itas untuk semua warga negara karena di Indone-
sia mutu pelayanan kesehatan masih rendah. 

Namun demikian, berbagai fakta dan kajian 
menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masih 
belum berkualitas. Pelayanan kesehatan di Indo-
nesia masih tergolong lemah, seperti yang dika-

takan oleh Laksono Trisnantoro bahwa, “Saat ini 
masih terjadi ketidakadilan dalam bidang keseha-
tan, masih terjadi antara yang kaya dan miskin. 
Masyarakat miskin gagal mendapatkan pelayanan 
kesehatan karena tidak punya dana atau jaminan 
kesehatan untuk mendapatkannya, tempat ting-
gal penduduk secara geografis jauh dari tempat 
layanan kesehatan, ketidaksamaan akses karena 
pengetahuan, budaya dan jender”.(2)

Padahal secara teoritik pelayanan pub-
lik adalah hak setiap warga negara. Pelayanan 
ialah sebuah proses untuk mencukupi kebutu-
han melalui sebuah aktivitas orang lain secara 
langsung.(3) Pelayanan publik adalah sebuah rang-
kaian kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi pub-
lik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.(4) 

Terdapat definisi lain yang menyatakan bahwa pe-
layanan publik ialah memberikan pelayanan ke-
pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya 
yang memiliki kepentingan pada organisasi itu se-
suai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan.(5) Pelayanan publik yang harus diberi-
kan oleh pemerintah kepada masyarakat diklasifi-
kasikan ke dalam dua kategori utama.(6) Adapun 
dua kategori tersebut, yaitu pelayanan kebutuhan 
dasar yaitu pelayanan yang meliputi kebutuhan 
dasar masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan 
dasar, bahan kebutuhan pokok masyarakat. Ser-
ta pelayanan umum yang meliputi pelayanan ad-
ministratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. 
Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dilihat 
bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar 
bagi seluruh individu, maka dari itu pemerintah 
berkewajiban untuk menjamin pelayanan keseha-
tan bagi seluruh masyarakat, tidak terkecuali mas-
yarakat miskin terutama pada penelitian ini bagi 
kepala keluarga perempuan. 

Dengan kondisi pelayanan kesehatan yang 
masih belum optimal, kelompok masyarakat mi-
skin menjadi kelompok rentan ketika menghada-
pi sakit. Akses bukan hanya berbentuk partisipasi 
dalam format kebijakan sebuah peraturan, tetapi 
juga termasuk akses layanan kesehatan yang diter-
ima, yang diakibatkan oleh birokrasi yang terke-
san memarginalkan keluarga miskin, dalam hal 
memberikan pelayanan kesehatan kepada mas-
yarakat miskin.(7) 
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Dalam kelompok masyarakat miskin, pihak 
yang paling rentan terhadap kemiskinan ialah 
perempuan. Data dari Millenium Development 
Goals (MDG’s) 2010 menunjukan, bahwa dari 
sepertiga penduduk dunia yang hidup di bawah 
garis kemiskinan 70 persennya ialah perempuan.
(8) Analisis kesejahteraan melalui unit rumah tang-
ga memungkinkan tidak terdatanya kepala kelu-
arga perempuan dan perempuan pencari nafkah 
di dalam keluarga yang dikepalai laki-laki sehing-
ga menjadi sebuah kelompok warga miskin yang 
terselubung (Hasil Sistem Pemantauan Kesejahter-
aan Berbasis Komunitas.(9) Kondisi ini menunjuk-
kan bahwa masyarakat miskin terutama perem-
puan memiliki kerentanan atas resiko sakit lebih 
tinggi. Hal ini senada dengan penelitian PEKKA 
pada tahun 2010, bahwa pada umumnya keluarga 
yang dikepalai oleh perempuan terhitung golon-
gan miskin dan merupakan kelompok termiskin 
dalam tingkat sosial ekonomi di Indonesia.(10) Ter-
kait dengan tantangan dalam jaminan kesehatan 
terutama bagi masyarakat miskin maka pembaha-
san atas masyarakat miskin perempuan atau lebih 
khusus keluarga miskin dengan kepala keluarga 
perempuan patut untuk dibahas.

Sehubungan dengan hal tersebut, penting 
untuk memahami akses pelayanan dasar di era 
digital. Pada saat berbagai inovasi muncul un-
tuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, 
perlu juga pemahaman dari sisi konseptual atas 
akses pelayanan yang ditinjau dari dimensi akses 
sehingga memperoleh gambaran riil unsur yang 
perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya seh-
ingga mampu meningkatkan akses pelayanan kes-
ehatan. Untuk itu penelitian ini berupaya untuk 
memahami akses pelayanan kesehatan bagi kepa-
la keluarga perempuan miskin.

Penelitian ini menggunakan studi kasus 
pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kes-
ehatan Nasional di Indonesia dengan memilih 
lokus penelitian di Kelurahan Kapuk, Kecamatan 
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Ja-
karta, Indonesia. 

Terdapat sejumlah alasan pemilihan lokus 
penelitian, pertama, Provinsi DKI Jakarta mer-
upakan Ibu Kota Negara Indonesia yang menja-
di barometer pembangunan termasuk pelayanan 

publik di negara berkembang. Kedua, terdapat be-
berapa indikator yang menunjukkan adanya per-
masalahan di lokus penelitian yaitu masih mun-
culnya kendala pemenuhan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat miskin dan peserta program JKN 
KIS. Dari sisi jumlah penduduk miskin, Kota Ja-
karta Barat menempati posisi kedua setelah Kepu-
lauan Seribu. Lokasi penelitian secara spesifik 
memfokuskan pada populasi di Kelurahan Kapuk 
yaitu sebagai salah satu kelurahan di Kota Jakarta 
Barat sekaligus kelurahan dengan angka kepala 
keluarga perempuan paling tinggi di Provinsi DKI 
Jakarta. 

Di Kelurahan Kapuk secara khusus juga 
masih memiliki beberapa permasalahan menge-
nai pelayanan kesehatan. Salah satunya ditun-
jukkan dengan adanya laporan oleh perwakilan 
PAUD dan PKBM di Kelurahan Kapuk terkait 
dengan kekecewaan warga atas ketidak ramahan 
petugas kesehatan.(11) Kasus lainnya ialah kejadi-
an yang dialami oleh Suhardi, Warga Kelurahan 
Kapuk, Kecamatan Cengkareng yang diabaikan 
oleh pihak Puskesmas Kapuk 1 ketika mendaftar 
untuk operasi pengangkatan benjolan yang ada di 
lehernya.(12) Contoh kasus lainnya ialah, burukn-
ya layanan RS Cengkareng yang menolak pasien 
dengan latar belakang keluarga miskin dengan 
alasan tidak adanya ruang yang tersedia.(13) Dari 
contoh-contoh kasus di atas, dapat dlihat bahwa 
masih buruknya pelayanan kesehatan terutama 
untuk warga miskin di Kelurahan Kapuk, Keca-
matan Cengkareng, Jakarta Barat.

Untuk itu penelitian ini berupaya untuk 
mengkaji akses layanan kesehatan bagi pasien 
JKN khususnya mereka yang perempuan dari kel-
uarga miskin dengan menggunakan konsep teor-
itik akses. Dimensi akses layanan kesehatan dari 
Di Mcintyre, Michael Thiede dan Stephen Brich 
bahwa akses adalah konsep multi-dimensi ber-
dasarkan tiga dimensi: availability (ketersediaan) 
atau akses fisik, affordability (keterjangkauan) 
atau akses keuangan, dan acceptability (peneri-
maan). Akses sebagai konsep yang relevan dengan 
kebijakan di negara berpenghasilan rendah dan 
menengah atau akses budaya. Meskipun mas-
ing-masing dimensi berbeda dan berfokus pada 
mengatur masalah yang dapat dibedakan dengan 
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jelas, itu adalah interaksi antara dimensi yang me-
nentukan akses. Gambar 1 menunjukkan dimen-
si akses dari Di Mcintyre, Michael Thiede dan 
Stephen Brich. (14)

Pada studi tentang akses menurut DiM-
cintyre terdapat tiga dimensi yang menyusunnya 
yaitu dimensi availability, dimensi affordability, 
dan dimensi acceptability. Dimensi availability 
(ketersediaan) berkaitan dengan apakah penyedia 
layanan atau layanan kesehatan yang tepat dise-
diakan ditempat yang tepat. Selain itu juga pada 
waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 
yang berlaku dari populasi. Kemudian dimensi 
affordability (keterjangkauan) berkaitan dengan 
tingkat kesesuaian antara biaya penuh untuk indi-
vidu menggunakan layanan dan kemampuan in-
dividu untuk membayar dalam konteks anggaran 
rumah tangga dan tuntutan lain pada anggaran 
itu. Kemampuan untuk membayar berkaitan den-
gan kemampuan individu untuk mengamankan 
dana dari rumah tangga atau keluarganya dan tun-
tutan lain yang ditempatkan pada sumber-sumber 
dana potensial. Kemudian pada dimensi accept-
ability berkaitan dengan kesesuaian antara penye-
dia dan sikap pasien terhadap dan harapan satu 
sama lain. Sikap penyedia terhadap karakteristik 
pasien misalnya, jenis pasien, usia, jenis kelamin, 
ras atau etnis, bahasa dan sikap individu terha-
dap karakteristik penyedia misalnya, jenis penye-
dia, usia, jenis kelamin, ras atau etnis, bahasa 
akan mempengaruhi kemampuan individu untuk 
menerima perawatan. Penyedia mungkin kurang 
mengakomodasi individu yang dianggap seba-
gian untuk disalahkan atas kondisinya misalnya, 
individu yang merokok, alkoholik, dan lain se-
bagainya, Sementara beberapa individu mungkin 
kurang bersedia menerima perawatan dari dokter 
yang berbeda. Jenis kelamin atau ras. Sikap-sikap 
ini mempengaruhi sifat dan hasil dari interaksi 
antara penyedia dan individu.

Adapun pendapat lain bahwa akses pe-
layanan kesehatan yang terdiri dari, availability 
atau ketersediaan, accessibility atau aksesibilitas, 
affordability atau keterjangkauan, dan adequacy 
atau kecukupan, serta acceptability atau hal yang 
dapat diterima.(15) Dimensi availiability terkait 
dengan pemenuhan Pelayanan serta alat keseha-

tan yang sudah ada dapat memenuhi kebutuhan 
pengguna pelayanan kesehatan (masyarakat). 
Dimensi accessibility berkaitan dengan Lokasi 
penyediaan pelayanan kesehatan terjangkau den-
gan lokasi pengguna pelayanan kesehatan, dimen-
si affordability terkait dengan harga pelayanan 
kesehatan sesuai dengan pendapatan serta ke-
mampuan membayar pengguna pelayanan kese-
hatan, dimensi adequacy terkait dengan Instansi 
pelayanan kesehatan memenuhi harapan penggu-
na pelayanan kesehatan  dan dimensi acceptabil-
ity yaitu tentang karakteristik penyedia layanan 
kesehatan sesuai dengan pengguna pelayanan 
kesehatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
mengkaji akses berdasarkan dimensi akses den-
gan menelaah persepsi responden atas lima di-
mensi akses dengan menurunkannya ke dalam 
indkator-indikator akses. Dengan menggunakan 
kerangka konseptual tersebut dan mempertim-
bangkan kondisi empirik tentang kerentanan per-
empuan yang berpofesi sebagai kepala keluarga, 
penelitian ini berupaya untuk menganalisis peran 
JKN KIS dalam meningkatkan akses pelayanan 
kesehatan bagi mereka.   

Atas dasar pemasalahan faktual dan urgensi 
penelitian pemenuhan akses di era digital maka 
penelitian ini dilaksanakan. Berdasarkan masalah 
faktual yaitu masih ditemukannya pelayanan kes-
ehatan yang tidak sesuai ekspektasi masyarakat 
dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 
yang masih menuai protes maka penelitian atas 
pemenuhan akses pelayanan bagi peserta JKN KIS 
sangat dibutuhkan. Terlebih lagi di era digital, 
inovasi untuk meningkatkan kualitas dan akses 
pelayanan kesehatan sudah dilakukan di berbagai 
tempat. Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk 
menganalisis pemenuhan akses pelayanan keseha-
tan bagi kepala keluarga perempuan dari keluarga 
miskin dengan studi kasus kepala keluarga per-
empuan dari keluarga miskin peserta JKN KIS di 
Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota 
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Dalam pendekatan ini, diawali den-
gan teori yang telah ada dan kemudian akan men-
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jadi kerangka pada penelitian ini yang kemudian 
selanjutnya akan diuji.(16) Metode pengumpulan 
datanya, dilakukan dengan menggunakan metode 
mix method (kuantitaif dan kualitatif). Secara 
kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode 
survei yaitu menyebarkan kuisoner dengan pen-
gambilan sampel secara accidental. Adapun den-
gan metode kualitatif akan menggunakan wawan-
cara mendalam. Peneliti menggunakan teori akses 
pelayanan sebagai acuan dalam operasionalisasi 
dimensi akses dan menggunakan dasar konsep 
tersbeut untuk mengembangkan operasionalisasi 
konsep yang digunakan sebagai pedoman wawan-
cara mendalam dan kuesioner.(15)

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepa-
la Keluarga Perempuan di Kelurahan Kapuk Ke-
camatan Cengkareng Kota Jakarta Barat dengan 
populasi target diperkirakan sebagian kecil dari 
populasi tersebut yaitu kepala kelurga perempuan 
yang menjadi peserta JKN. Populasi target tidak 
dapat ditentukan dalam penelitian ini karena ti-
dak tersedianya data peserta untuk mereka yang 
menjadi kepala keluarga perempuan. Adapun 
sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 
non-probability karena hanya tersedia data terkait 
jumlah populasi perempuan tanpa kerangka sam-
pel yang jelas. Untuk itu survei dilakukan dengan 
jumlah responden 100 perempuan yang berper-
an sebagai kepala keluarga. Hasil penelitian yang 
didapatkan dijabarkan dalam bentuk deskriptif. 
Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan 
wawancara mendalam yang sesuai dengan indika-
tor dalam operasionalisasi konsep dan menggu-
nakan survei dengan menyebarkan kuesioner ke-
pada 100 orang kepala keluarga perempuan yang 
berada di Kelurahan Kapuk yang merupakan pe-
serta JKN dan telah mengakses pelayanan keseha-
tan pada rentang 6 bulan terakhir serta didukung 
oleh data sekunder lainnya.

Hasil
Penelitian ini menganalisis hasil survei ke-

pada kepala keluarga Perempuan di Kelurahan 
Kauk Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat 
yang. Analisis data dilakukan atas indikator-ind-
ikator dalam lima dimensi yaitu dimensi availabi- 
lity, accessibility, affordability, adequacy, dan accept-

ability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
semua dimensi terpenuhi indikator akses kecuali 
dimensi affordability. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa jawaban responden atas setiap indikator di 
lima dimensi mendukung pernyataan bahwa ak-
ses pelayanan kesehatan dalam program JKN di 
dimensi tersebut telah terpenuhi. 

Gambar 1 Dimensi Akses

Sumber: (Di Mcintyre, 2009)

Tabel 1 Pemenuhan Indikator Akses

Memenuhi  
Indikator Akses

Tida 
 Memenuhi  
Indikator Akses

Dimensi 
Availability

94% 6%

Dimensi 
Accessability

82% 18%

Dimensi 
Affordability

47% 53%

Dimensi  
Adequacy

78% 22%

Dimensi 
Acceptability

90% 10%

Sumber: Olah data kuesioner dari 100 responden kepala keluarga 
perempuan di kelurahan Kapuk Kecamatan Cenngkareng Kota 
Jakarta Barat. Kuesioner disebarkan pada tahun 2018.

Grafik 1 Indikator Biaya Tidak Langsung

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018
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Hasil analisis data per dimensi pada Tabel 
1 menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan 
kesehatan di program JKN untuk perempuan yang 
berperan sebagai kepala keluarga di rumah tangga 
miskin tidak terpenuhi pada dimensi affrodabili-
ty. Sementara dimensi lainnya menurut persepsi 
responden telah memenuhi kebutuhan atas akses 
pelayanan kesehatan mereka. Dimnesi affordabil-
ity ini terkait dengan indikator pelayanan tidak di-
pungut biaya, tidak terdapat biaya tidak langsung, 
dan biaya tidak langsung tidak memberatkan 
responden. Hasil survei menunjukkan bahwa 
semua responden mengakui bahwa layanan dan 
produk di pusat layanan kesehatan tingkat perta-
ma tidak dipungut biaya tetapi terdapat biaya ti-
dak langsung (50% responden menjawab Ya) dan 
pengeluaran tersebut dinilai memberatkan (44% 
responden menjawab Ya). Hasil survei menunjuk-
kan bahwa biaya tidak langsung mayoritas berada 
pada kisaran lebih dari Rp 30.000 (26% respon-
den) dengan pengeluaran biaya tidak langsung 
yang meliputi bahan bakar, waktu, pendapatan, 
dan terhambatnya pekerjaan.

Selain itu dimensi availability menunjuk-
kan bahwa 94% responden mengakui bahwa ak-
ses telah terpenuhi. Dimensi availability terdiri 
atas indikator ketersediaan tenaga kesehatan yang 
terampil, produk dan layanan yang sesuai un-
tuk kebutuhan kepala keluarga perempuan, dan 
fasilitas jaminan kesehatan memenuhi kebutu-
han pasien JKN. Hasil survei menunjukkan bah-
wa responden menilai bahwa fasilitas kesehatan 
tingkat pertama menyediakan tenaga kesehatan 
yang terampil (98%), produk dan layanan yang 
ditawarkan telah sesuai dengan kebutuhan kepala 
keluarga perempuan dan keluarganya (94%), dan 
fasilitas JKN KIS di Puskesmas dapat memenuhi 
kebutuhan pasien JKN (90%).

Pembahasan 
Hasil analisis pelaksanaan akses pelayanan 

kesehatan bagi kepala keluarga miskin dengan 
kepala keluarga perempuan dalam program Jam-
inan Kesehatan Nasional (JKN) di Kelurahan Ka-
puk dapat ditinjau dari dimensi akses pelayanan. 
Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis 
akses pelayanan kesehatan bagi kepala keluarga 

miskin dengan kepala keluarga perempuan dalam 
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakar-
ta Barat berdasarkan dimensi availability, accessi-
bility, affordability, adequacy, dan acceptability. 
Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator 
atas pertanyaan yang digunakan untuk memper-
oleh data dalam wawancara mendalam dan begi-
tu juga kuesioner dan disajikan untuk dianalisis. 

Dimensi pertama yaitu dimensi availabil-
ity yang mengulas tentang ketersediaan suatu 
pelayanan atau dalam hal ini layanan kesehatan 
yang tepat di tempat yang sesuai. Berdasarkan hal 
tersebut, indikator yang mempengaruhi dimensi 
ini adalah ketepatan akan suatu kebutuhan popu-
lasi terhadap suatu layanan. Melihat hal ini, pada 
dimensi ini, mayoritas warga Kelurahan Kapuk 
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat mengung-
kapkan ketersediaan akan suatu layanan keseha-
tan yang tepat bagi warga tersebut telah terpenuhi 
sehingga menunjukkan dukungan terhadap akses 
pelayanan meliputi dukungan tenaga kesehatan 
yang terampil, layanan kesehatan sesuai kebutu-
han kepala keluarga perempuan dan keluarganya, 
serta fasilitas JKN-KIS dapat memenuhi kebutu-
han masyarakat setempat. 

Pada dimensi ini terbagi ke dalam tiga ind-
ikator yang berperan penting, yaitu layanan kese-
hatan yang tepat dengan menyediakan tenaga ker-
sehatan yang terampil, layanan kesehatan sesuai 
dengan kebutuhan kepala keluarga perempuan 
dan keluarganya, serta fasilitas JKN-KIS dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Se-
banyak 98% menyatakan bahwa tenaga keseha-
tan yang bertugas melayani di Kelurahan Kapuk 
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat merupa-
kan tenaga kesehatan yang terampil dengan 2% 
lainnya menunjukkan ketidaksetujuan akan hal 
tersebut. Indikator selanjutnya terkait dengan 
bagaimana produk dan layanan kesehatan sudah 
tepat bagi kepala keluarga perempuan dan kelu-
arganya. Berdasarkan data terlihat bahwa 94% 
responden menyatakan sesuai dan sisanya tidak. 
Meskipun diakui oleh responden produk dan 
layanan sesuai dengan kebutuhan kepala keluar-
ga perempuan dan keluarganya, tetapi pengakuan 
informan bahwa fasilitas masih kurang perlu 
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memperoleh perhatian. 
Indikator terakhir yang mempengaruhi ak-

ses ketersediaan adalah layanan jaminan keseha-
tan JKN-KIS. Indikator ini menanyakan kepada 
responden tentang jaminan yang ada tersebut 
sudah atau belum memenuhi kebutuhan warga 
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakar-
ta Barat. Hasil survei bahwa sebesar 90% respon-
den menyatakan bahwa fasilitas JKN-KIS sudah 
memenuhi kebutuhan kesehatan perempuan se-
bagai kepala keluarga serta keluarganya dan hanya 
10% resoponden yang menjawab belum memadai 
untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan 
yang optimal.

Secara keseluruhan pada dimensi availabil-
ity dinyatakan tepat bagi kebutuhan masyarakat 
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakar-
ta Barat. Dipengaruhi oleh tiga indikator di atas, 
mayoritas warga pelayanan kesehatan merupa-
kan kebutuhan dasar demi mencapai kesejahter-
aan hidup warga disana. Diuraikan lebih lanjut, 
persentase ketersediaan layanan kesehatan.

Dimensi Availability, secara umum akses 
ketersediaan layanan kesehatan di Kelurahan Ka-
puk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat digam-
barkan dengan persentase angka 94% sudah ses-
uai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan 
hanya sebesar 6% responden yang menganggap 
program JKN belum memenuhi akses layanan 
pada dimensi ketersediaan. Mayoritas warga terse-
but menganggap adanya layanan kesehatan san-
gat berdampak bagi keberlangsungan hidup di 
wilayah tersebut. Pelayanan kesehatan dasarnya 
merupakan kebutuhan dasar yang seringkali me-
merlukan biaya yang cukup besar, oleh sebab itu 
pemerintah melalui program JKN membangun 
konsep untuk membantu masyarakat dengan 
penghasilan kurang mampu untuk dapat menik-
mati layanan kesehatan dengan layak.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa 
layanan kesehatan merupakan layanan yang sangat 
penting atau krusial bagi masyarakat di Kelurah-
an Kapuk Kecamatan Jakarta Barat, dan pemerin-
tah sudah memberikan bantuan bagi masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti 
program JKN-KIS  ini,  yang dimana dari sebagian 
besar dari masyarakat pengguna JKN-KIS di Kelu-

rahan Kapuk merasa terbantu dengan adanya 
JKN-KIS daam ketersedian layanan kesehatannya.

Kedua, dimensi accessability berfokus pada 
lokasi penyediaan pelayanan kesehatan terjang-
kau dengan lokasi pengguna pelayanan kesehatan 
(Brigits Obit, dkk, 2007). Akses lokasi menjadi 
poin utama lainnya yang berpengaruh terhadap 
performa dilaksanakannya layanan JKN-KIS di 
suatu daerah, maka dengan lokasi yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat maka layanan keseha-
tan ini akan dapat mencapai target masyarakat 
sesuai prinsip awal. Dalam penelitian ini melalui 
dimensi accessability, peneliti ingin melihat ket-
erjangkauan layanan JKN-KIS oleh kepala kelu-
arga perempuan di Kelurahan Kapuk Kecamatan 
Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan lokasi. 

Hasil survei dari dimensi accesability 
menunjukkan bahwa dimensi accesability ter-
penuhi.  Berdasarkan hasil survey, sebagian besar 
masyarakat Kelurahan Kapuk mengakui bahwa ja-
rak tempuh lokasi puskesmas dengan tempat ting-
gal mereka cukup dekat yaitu hanya sekitar 10-15 
menit. Meskipun dari sisi jarak tidak ditemukan 
masalah tetapi dari sisi jumlah fasilitas kesehatan 
masih emerlukan perhatian mengingat jumlah 
penduduk di Kelurahan Kapuk populasinya pa-
dat. Berdasarkan observasi lapangan, saat ini baru 
terdapat dua fasilitas kesehatan di kelurahan dan 
satu fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan yang 
melakukan pelayanan bagi masyarakat Kelurahan 
Kapuk. 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar 
bagi seluruh individu, maka dari itu pemerintah 
berkewajiban untuk menjamin pelayanan kese-
hatan bagi seluruh masyarakat. Pada dasarnya di 
Indonesia hak untuk sehat atau mendapatkan ak-
ses pelayanan kesehatan bagi semua masyarakat 
itu sama, tidak terkecuali bagi masyarakat miskin. 
Agar mempermudah masyarakat dalam mengak-
ses pelayanan kesehatan, pemerintah membuat 
Program Jaminan Kesehatan Nasional yang be-
rada di bawah Badan Penyelenggaran Jaminan 
Sosial (BPJS). BPJS ini terbagi menjadi BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang akan 
di bahas ialah BPJS Kesehatan. Program ini me-
mang diperuntukan kepada seluruh masyarakat 
Indonesia, program ini juga berjalan di DKI Ja-
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karta, khususnya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan 
Cengkareng, Jakarta Barat. Di Kelurahan Kapuk 
terdapat 3 fasilitas kesehatan tingkat utama atau 
Puskesmas, yaitu Puskesmas Kelurahan Kapuk 1 
dan Puskesmas Kelurahan Kapuk 2 serta terma-
suk Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Jakarta 
Barat.

Melihat Grafik Dimensi Accessability, sebe-
sar 82% warga menyatakan bahwa sudah terdapat 
akses keterjangkauan dilihat dari lokasi tersedi-
anya layanan JKN-KIS dan hanya sebesar 18% 
warga Kelurahan Kapuk yang menyatakan bahwa 
layanan kesehatan JKN-KIS tidak dapat dijang-
kau. Berdasarkan data di atas, maka disimpulkan 
bahwa pada dimensi keterjangkauan akses lokasi 
oleh masyarakat akan layanan JKN-KIS sudah ter-
wujud. Beberapa pendapat informan juga selaras 
dengan hasil kuesioner yang disebarkan ke sam-
pel populasi data dengan mengungkapkan bahwa 
fasilitas kesehatan dapat diakses kira-kira dengan 
jarak tempuh sepuluh menit dan ditempuh den-
gan berjalan kaki.

Dimensi ketersediaan akses menurut lokasi 
memiliki empat indikator penting yang mempen-
garuhi keseluruhan jumlah persentase diatas an-
tara lain jarak tempuh, waktu tempuh, hambatan 
dalam mencapai lokasi, dan metode yang digu-
nakan untuk mencapai lokasi tersebut. Sebagian 
besar yaitu 80% dari responden memilih setuju 
bahwa tempat layanan kesehatan JKN-KIS dekat 
sehingga mudah untuk dijangkau, sedangkan se-
banyak 20% responden menyatakan tidak atau 
jauh. 

Indikator kunci selanjutnya adalah ham-
batan dalam menuju fasilitas kesehatan. Sebagian 
besar warga Kelurahan Kapuk Kecamatan Ceng-
kareng Jakarta Barat yaitu sebanyak 66% respon-
den memilih tidak ada hambatan dalam menjang-
kau lokasi sedangkan sebanyak 34% responden 
mengungkapkan bahwa masih terdapat hambatan 
menuju fasilitas kesehatan. Minoritas warga yang 
menyatakan persoalan yang biasa ditemukan keti-
ka menuju fasilitas kesehatan adalah terkait biaya 
transportasi.

Indikator ketiga yang memegang peranan 
kunci dalam mempengaruhi dimensi ini adalah 
transportasi yang digunakan warga untuk menuju 

puskesmas. Ditunjukkan melalui Grafik  bahwa 
metode yang paling banyak digunakan warga un-
tuk menuju puskesmas adalah dengan berjalan 
kaki. Sebanyak 55% responden berjalan kaki 
dikarenakan jarak yang cukup dekat dengan esti-
masi waktu kurang lebih 10 menit. Pilihan kedua 
yang mendominasi Grafik  ini adalah dengan 
menggunakan kendaraan umum. Lokasi pusk-
esmas yang terletak tepat di pinggir jalan utama 
memudahkan warga untuk mengakses lokasi 
menggunakan kendaraan umum. Lalu pilihan 
lainnya adalah menggunakan kendaraan pribadi 
yang ditunjukkan dengan angka 10% dari sampel 
populasi. 

Indikator terakhir untuk melihat bagaima-
na kemudahan akses lokasi fasilitas kesehatan di 
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakar-
ta Barat adalah waktu tempuh untuk mencapai 
lokasi. Estimasi waktu tempuh yang digunakan 
peneliti berkisar dari 0-45 menit dibagi kedalam 
tiga kategori yaitu 0-15 menit, 16-30 menit, dan 
31-45 menit. Sebanyak 57% dari sampel popula-
si warga memiliki waktu tempuh untuk menuju 
fasilitas kesehatan yang bersangkutan sekitar 0-15 
menit. Waktu tempuh lain yang mendominasi 
warga untuk menuju fasilitas kesehatan adalah 
sekitar 16-30 menit ditunjukkan dengan angka 
sebesar 40%. Serta sisa 3% dari sampel populasi 
warga Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng 
Jakarta Barat menyatakan waktu tempuh yang 
biasa   ditempuh sekitar 31-45 menit. Meskipun 
mayoritas menyatakan waktu tempuh kurang 
dari 30 menit, namun demikian adanya 3% re-
sponden yang menyatakan bahwa waktu tempuh 
yang dibutuhkan lebih dari 30 menit perlu untuk 
diperdalam lagi karena waktu tempuh akan mem-
pengaruhi akses pelayanan kesehatan.

Merujuk pada indikator-indikator kunci 
yaitu waktu tempuh, jarak lokasi, apakah terdapat 
hambatan ketika menuju lokasi serta metode apa 
yang digunakan untuk sampai ke lokasi, maka 
melalui dimensi accessability dapat disimpul-
kan bahwa mayoritas warga setuju terkait lokasi 
layanan kesehatan JKN-KIS di Kelurahan Ka-
puk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat masih 
dapat dijangkau sehingga dapat dikatakan pada 
dimensi accessability  ini sudah terpenuhi. Ket-
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ersediaan akses lokasi tidak hanya menguntung-
kan bagi para warga yang membutuhkan layanan 
kesehatan namun juga memudahkan Pemerintah 
untuk menjalankan perannya dalam memberikan 
pelayanan publik secara optimal. Hal tersebut sei-
ring dengan teori yang diusung oleh Di Mcintyre, 
Michael Thiede dan Stephen Brich yang memba-
has konsep akses akan terpenuhi melalui tiga di-
mensi utama yaitu accessability, acceptability, dan 
affordability. Dimensi accessability menjadi salah 
satu dari tiga peran kunci untuk dapat memenuhi 
konsep akses tersebut yang nantinya akan mem-
pengaruhi sifat dan hasil dari interaksi antara 
penyedia (pemerintah) dan individu (masyarakat 
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakar-
ta Barat).

Dimensi ketiga yaitu affordability memiliki 
fokus pada dampak JKN KIS terhadap keterjang-
kauan biaya layanan yang diperoleh dari fasilitas 
kesehatan oleh perempuan kepala keluarga. Poin 
utama pada dimensi ini terkait tentang kesanggu-
pan masyarakat untuk mendapatkan layanan kes-
ehatan dari segi finansial. JKN-KIS pada dasarnya 
menggunakan prinsip meringankan beban biaya 
untuk masyarakat yang memang telah ditargetkan 
untuk diberikan pelayanan, maka melalui dimen-
si ini akan terlihat apakah JKN-KIS sudah me-
menuhi prinsip kemudahan akses dari segi biaya. 
Segi biaya juga dikategorikan menjadi dua, yaitu 
biaya langsung dan biaya tidak langsung. Hasil 
wawancara mendalam menemukan bahwa faktor 
iuran mandiri, belum semua responden adalah 
penerima bantuan iuran, dan masih adanya biaya 
tidak langsung membuat keterjangkauan dari sisi 
finansial jaminan kesehatan belum sepenuhnya 
terpenuhi.

Mengacu kepada data kemiskinan yang 
diakibatkan rendahnya penghasilan dan tingkat 
pendidikan masyarakat setempat membuat akses 
biaya JKN-KIS masih dianggap fasilitas mewah. 
Dalam melihat dimensi ini indikator yang utama 
adalah terkait biaya tidak langsung atau biaya tam-
bahan yang tidak terhitung didalam mendapat-
kan fasilitas JKN-KIS ini. Biaya tidak langsung 
biasanya meliputi biaya transportasi, biaya wak-
tu yang terbuang ketika menuju puskesmas dan 
biaya peluang yang harus dikorbankan untuk 

mendapatkan perawatan. Menurut hasil penyeb-
aran kuesioner di Kelurahan Kapuk Kecamatan 
Cengkareng Jakarta Barat sebagaimana terlihat 
pada Grafik menunjukkan bahwa separuh warga 
yaitu sebesar 50% responden setuju bahwa ter-
dapat biaya-biaya yang harus dibebankan kepada 
warga saat mendapatkan perawatan kesehatan, 
sedangkan setengah dari sampel populasi warga 
menjawab tidak ada biaya tambahan. Pendapat 
sebagian warga yang menganggap bahwa tidak 
adanya biaya tambahan bisa dikarenakan faktor 
lokasi. Seperti data yang terlampir di atas disebut-
kan bahwa sebagian warga melakukan perjalanan 
dengan metode berjalan kaki. Hal ini mempen-
garuhi kepada besar kecilnya biaya tambahan 
yang diperlukan saat menuju puskesmas. 

Dimensi affordability memiliki peran kun-
ci dalam melihat apakah JKN-KIS telah beroper-
asi dengan baik sebagai bentuk pelayanan publik 
yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang 
diungkapkan oleh Thoha dalam Sulila (2015), 
pelayanan publik merupakan suatu usaha yang 
dilakukan oleh institusi tertentu untuk memberi-
kan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu, maka 
program JKN-KIS dibuat dan dilaksanakan oleh 
pemerintah untuk membantu memenuhi kebutu-
han dasar dalam hal ini adalah kesehatan. Melalui 
dimensi affordability dengan memperhitungkan 
indikator biaya tidak langsung di dalamnya, dapat 
disimpulkan bahwa layanan kesehatan JKN-KIS 
masih belum dapat dijangkau oleh masyarakat 
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakar-
ta Barat secara finansial. 

Kondisi yang menunjukkan bahwa 
di kelompok miskin JKN KIS masih belum 
sepenuhnya menghindarkan mereka dari risiko 
akibat sakit menjadi sinyal bahwa perlu ada an-
tisipasi agar ada penelitian lebih lanjut bagi 
kelompok miskin terutama yang memiliki kepala 
keluarga perempuan untuk menemukan proteksi 
sosial lainnya yang dapat melindungi mereka. Ter-
lebih lagi bagi keluarga miskin yang masih belum 
terjamin karena pembiayaan kesehatan menjadi 
ditemukan menjadi pengeluaran pada kelompok 
termiskin di Pulau jawa dan di luar Pulau Jawa 
karena adanya pembiayaan pelayanan kesehatan 
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out of pocket.(17)

Dimensi keempat yaitu adequacy. Akses 
bukan hanya berbentuk partisipasi dalam format 
kebijakan sebuah peraturan, tetapi juga terma-
suk akses layanan kesehatan yang diterima, yang 
diakibatkan oleh birokrasi yang terkesan memar-
ginalkan keluarga miskin, dalam hal memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin.
(7) Dimensi adequacy atau kecukupan, memba-
has mengenai bagaimana instansi pelayanan kes-
ehatan memenuhi harapan pengguna pelayanan 
kesehatan.  Hal tersebut dapat dilihat dari beber-
apa indikator, seperti pengorganisasian layanan; 
pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan 
masyarakat dalam aspek waktu, keramahan, kece-
patan, ketersediaan alat atau fasilitas; kesesuaian 
waktu layanan dengan waktu pelanggan; dan dari 
indikator fasilitasnya bersih dan terawat dengan 
baik. Grafik merupakan tabel hasil olahan data 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versi 22 mengenai indikator “pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan harapan masyarakat da-
lam aspek waktu, keramahan, kecepatan, keterse-
diaan alat atau fasilitas”. 

Pelayanan yang diberikan sudah sesuai den-
gan harapan masyarakat dalam aspek waktu, kera-
mahan, kecepatan, ketersediaan alat atau fasilitas 
namun tidak semuanya sempurna, terbukti den-
gan masih adanya keluhan-keluhan mengenai 
fasilitas yang sempit dan tidak terawat dengan 
baik, alat-alat yang tidak selengkap puskesmas ke-
camatan, dan sebagainya. Hal tersebut mengindi-
kasikan bahwa pemerintah harus meninjau kem-
bali mengenai fasilitas dan layanan yang ada di 
puskesmas kelurahan kapuk tersebut. Masih min-
imnya fasilitas yang ada di puskesmas kelurahan 
kapuk, dimulai dari pintu masuk puskesmas yang 
terlihat kumuh dan sempit, tempat parkir yang 
sempit hingga ruang tunggu yang sempit juga dan 
tidak ada pendingin ruangan dan toilet yang ti-
dak layak pakai. Sehingga benar saja keluhan war-
ga yang merasa kurang nyaman untuk menunggu 
antrian dikarenakan panasnya ruangan. Dalam 
dimensi adequacy instansi pelayanan kesehatan 
telah memenuhi harapan pengguna pelayanan 
kesehatan. Hal tersebut dapat terlihat dari Grafik, 
yaitu: 

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas re-
sponden menjawab setuju bahwa intansi pe-
layanan kesehatan telah memenuhi harapan 
pengguna pelayanan kesehatan, yaitu sebanyak 
78% responden. Dan sisanya sebanyak 22% re-
sponden tidak setuju jika harapannya telah ter-
penuhi oleh pemerintah, dikarenakan masih 
adanya fasilitas-fasilitas yang tidak memadai sep-
erti halnya toilet rusak, parkiran sempit, ruangan 
sempit dan tidak lengkapnya peralatan yang ada. 

Berdasarkan Grafik mengenai Indikator 
pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan 
masyarakat dalam aspek waktu, keramahan, kece-
patan, ketersediaan alat atau fasilitas dapat diketa-
hui bahwa dari 100 responden, semua rata-rata 
menjawab bahwa pelayanan yang diberikan telah 
sesuai dengan harapan warga kepala keluarga per-
empuan dikarenakan semua jawaban telah bera-
da di atas angka 50. 

Dimensi kelima yaitu dimensi acceptability 
yang berkaitan dengan kesesuaian antara penye-
dia dan sikap pasien terhadap dan harapan satu 
sama lain. Sikap penyedia terhadap karakteris-
tik pasien misalnya, jenis pasien, usia, jenis ke-
lamin, ras atau etnis, bahasa dan sikap individu 
terhadap karakteristik penyedia misalnya, jenis 
penyedia, usia, jenis kelamin, ras atau etnis, ba-
hasa akan mempengaruhi kemampuan individu 
untuk menerima perawatan. Penyedia mungkin 
kurang mengakomodasi individu yang dianggap 
sebagian untuk disalahkan atas kondisinya misal-
nya, individu yang merokok, alkoholik, dan lain 
sebagainya. Sementara beberapa individu mun-
gkin kurang bersedia menerima perawatan dari 
dokter yang berbeda seperti jenis kelamin atau 
ras. Sikap-sikap ini mempengaruhi sifat dan hasil 
dari interaksi antara penyedia dan individu.(14) 

Pada dimensi acceptability terdapat tiga 
indikator, yaitu informasi, penjelasan, dan per-
awatan yang diberikan mempertimbangkan kon-
sep penyakit local dan nilai-nilai sosial setempat; 
pasien merasa diterima dan dirawat dengan baik; 
masyarakat percaya akan kompetensi dari penye-
dia layanan kesehatan. Berikut merupakan hasil 
olahan data mengenai indikator mengenai infor-
masi, penjelasan, dan perawatan yang diberikan 
mempertimbangkan konsep penyakit lokal dan 
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nilai-nilai sosial setempat dapat diketahui bahwa 
mayoritas responden menjawab “Ya” yang mengin-
dikasikan bahwa telah setuju dengan adanya in-
formasi, penjelasan dan perawatan yang diberi-
kan dengan mempertimbangkan konsep penyakit 
lokal dan nilai-nilai sosial setempat. Perlu diketa-
hui bahwa penyakit lokal yang dimaksud adalah 
penyakit terbanyak/umum yang ada di wilayah 
Puskesmas Kelurahan Kapuk, seperti: Infeksi Sal-
uran Pernafasan Atas (ISPA), Diare, Penyakit Ku-
lit, Hipertensi, Gastritis, Diabetes Melitus, Jarin-
gan Otot, Ginggivitis dan Jaringan Peroidonititis, 
Dyspepsia dan Chepalgia. Berdasarkan pernyata-
an tersebut, dapat diketahui bahwa memang telah 
terlaksananya pemberian informasi, penjelasan, 
dan perawatan yang diberikan dengan memper-
timbangkan konsep penyakit lokal dan nilai-nilai 
sosial setempat, seperti program konsul pribadi, 
penyuluhan, dan sebagainya. 

Kesimpulan
Penelitian ini menemukan bahwa dalam di-

mensi availability, layanan yang digunakan kepala 
keluarga perempuan di Kelurahan Kapuk di Fasil-
itas Kesehatan Tingkat Pertama mayoritas sudah 
memenuhi atau sudah sesuai dengan kebutuhan 
pengguna pelayanan kesehatan. Kemudian pada 
dimensi accessability: jarak tempuh antara rumah 
warga dnegan Fasilitas Kesehatan Tingkat Perta-
ma secara umum dekat, dan warga tidak memiliki 
hambatan untuk mencapai puskesmas. Sementa-
ra itu pada dimensi affordability: dalam hal ini 
sebagian besar terdapat kendala dengan biaya 
trasportasi untuk menuju lokasi, apalagi untuk 
menuju tempat lokasi tidak hanya 1 orang (orang 
yang sakit saja) melainkan ada keluarga yang me-
nemani, seperti contohnya anak yang sakit, pasti 
ibu akan menemani begitu pula sebaliknya). Den-
gan demikian perlu ongkos yang tidak sedikit un-
tuk pergi berobat, bahkan bisa lebih dari sekali 
bolak-balik. Selain itu mengganggu pekerjaannya 
untuk mencari nafkah bagi keluarganya, karena 
mayoritas kepala keluarga perempuan di Kelura-
han Kapuk bekerja non-formal. Disana juga ban-
yak terdapat kepala keluarga perempuan yang su-
dah lanjut usia, sehingga tidak bekerja dan hanya 
mengandalkan anak atau sodaranya.

Temuan pada dimensi adeuacy menunjuk-
kan bahwa mayoritas pengguna layanan JKN-KIS 
merasa indikator pelayanan yang diberikan telah 
sesuai dengan harapan masyarakat dalam aspek 
waktu, keramahan, kecepatan, ketersediaan alat 
atau fasilitas; kesesuaian waktu layanan dengan 
waktu pelanggan; namun untuk indikator apa-
kah fasilitasnya terawat baik atau tidak sering 
mendapat respon negative dikarenakan memang 
fasilitas yang kurang layak pakai. Serta pada di-
mensi acceptability menunjukkan bahwa sudah 
baik karena hampir seluruh responden merasa 
indikator yang ada telah sesuai dengan harapan, 
seperti diterima dengan baik oleh pihak puskes-
mas, adanya informasi yang jelas, begitu pula den-
gan perawatannya dan mempercai keterampilan 
tenaga medis yang ada disana. Akan tetapi ma-
sih kerap terjadinya keluhan dari pasien dikare-
nakan adanya beberapa perawat yang masih tidak 
bersikap ramah kepada pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ter-
dapat beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti 
oleh pemerintah, unit fasilitas tingkat pertama, 
dan penelitian selanjutnya. Saran untuk pemer-
intah, agar lebih memperhatikan akses kesehatan 
bagi warga miskin dengan kepala keluarga perem-
puan, karena kepala keluarga perempuan lebih 
rentan akan kemiskinan dan harus lebih banyak 
lagi mengadakan penyuluhan mengenai JKN dan 
mengenai kesehatan.  Kemudian unit fasilitas 
kesehatan tingkat pertama di Kelurahan Kapuk 
sangat sedikit tidak sebanding dengan penduduk 
yang ada disana, oleh karena itu harus ditam-
bah lagi jumlah unit fasilitas kesehatan tingkat 
pertama, karena tidak dapat menampung warga 
yang ada disana, dan juga mengurangi performa 
kerja tenaga medis untuk bekerja. Selain itu sa-
rana dan prasarananya juga kurang layak untuk 
digunakan, maka dari itu harus ada perbaikan 
untuk hal tersebut. Adapun penelitian lebih lan-
jut yang menelaah secara kualitatif berdasarkan 
studi kasus dapat menjadi alternatif penelitian se-
lanjutnya sehingga dapat memperdalam temuan 
kuantitatif dalam sebuah narasi cerita yang leng-
kap serta analisis faktor budaya dan sistem sosial 
di lingkungan setempat terhadap akses pelayanan 
kesehatan bagi perempuan yang berperan sebagai 
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kepala keluarga di rumah tangga yang miskin. 
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